BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa  pelaksanaan penyelenggaraan  program
jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
merupakan bagian dari langkah strategis dalam
merealisasikan target cakupan kepesertaan jaminan
sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana
Bagi Hasil Tembakau, sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan,;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
meningkatkan efektivitas, kelancaran dan tertib
administrasi dalam penyelenggaraan program jaminan
sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



10.

11.

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6893);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 6649), Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran
Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 388);

Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor S5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program



Menetapkan

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 118);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024
Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 762);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga
Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 Nomor 16 Seri E);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6)
sehingga berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 12
Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan
keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau
pekerjaan, Peserta menyampaikan perubahan data
secara lengkap dan benar kepada perangkat daerah
terkait yang membidangi usaha atau pekerjaannya
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi
perubahan.
Pengurangan dan/atau penggantian peserta dapat
dilakukan apabila:
a. meninggal dunia;
b. peserta tidak lagi bekerja sebagai PU maupun
BPU;
c. Tidak lagi tercatat Kartu Tanda Penduduk
elektronik dan berdomisili di daerah.
Perubahan data peserta karena adanya
pengurangan dan/atau penggantian peserta
dilakukan validasi data pada rapat koordinasi
antara Dinas dan Perangkat Daerah terkait setiap
bulan.
Hasil validasi data perubahan data peserta karena
adanya pengurangan dan/atau penggantian peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
melalui berita acara antara Dinas dan Perangkat
Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima
program serta BPJS Ketenagkerjaan.
Perubahan data peserta karena adanya
pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala
Dinas.
Perubahan data peserta karena adanya penggantian
peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14

dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 14

Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber
dari DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi.

dihapus.

dihapus.

dihapus.

Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim dapat diberikan



honorarium yang besarannya sesuai peraturan
perundang — undangan.

(6) Tim Koordinasi dan  Sekretariat Tim serta
honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 76



NOREG PERBUP : 76 TAHUN 2025



